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ABSTRAK

Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah diundangkan, kegiatan
penjaminan Hak Atas Tanah melalui Hak Tanggungan telah memiliki pengaturan
sedemikian rupa. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah terdapat ketentuan bahwa segala janji yang memberikan
kewenangan kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak
Tanggungan apabila debitor cidera janji menjadi batal demi hukum. Dalam hal
Bank selaku Pemegang Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan dibuka kemungkinan bagi Bank dalam hal tertentu untuk
membeli objek agunan atau dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/15/PBI1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dikenal dengan
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Ketika agunan yang dibeli oleh Bank
merupakan obyek Hak Tanggungan maka terdapat permasalahan hukum yang

timbul terkait dengan konsistensi dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Hak Tanggungan, Bank, AYDA
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu “cenderung” untuk berkumpul dengan individu-
individu lainnya dengan membentuk suatu kelompok manusia yang hidup
bersama. Pakar filsuf Yunani Aristoteles sudah mengemukakan fakta ini sejak
dahulu kala dengan menamakan manusia sebagai “zoon politikon” atau mahluk
sosial. Penggunaan kata “cenderung” dalam menggambarkan manusia, perlu
dipahami bahwa seyogyanya terdapat manusia-manusia yang memang
bertujuan untuk hidup menyendiri dengan maksud tertentu, seperti bertapa.
Untuk manusia yang memilih untuk hidup menyendiri, tidak perlu
mempersoalkan mengenai hak atau hukum. Karena ketika ia sendiri, kehadiran
hukum tidak dibutuhkan manusia tersebut. Namun bila manusia memutuskan
untuk hidup berkelompok dengan manusia lainnya, setelah mereka sepakati,
maka akan timbul apa yang dinamakan hukum untuk mengatur hubungan antar

manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat.*

Hukum sendiri hadir ditengah masyarakat untuk mengintegrasikan,
mengkoordinasi  kepentingan-kepentingan masing-masing individu dan
menekan tubrukan kepentingan kepentingan antar individu sekecil-kecilnya.?
Karenanya, fungsi terpenting dari hukum itu sendiri adalah untuk tercapainya
keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang membuat setiap orang dapat
hidup dengan berkepastian hukum atau hidup dengan tertib.> Namun hal
tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir dari hukum, karena tujuan dari
hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah kehidupan

! Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (PT. Alumni, Bandung, 2013), him. 12-14.

2 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), him. 53.

3 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, supra note no. 1, him. 49-51.



yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan
bermuara pada keadilan.*

Walaupun hukum hadir di tengah masyarakat, hal tersebut tidak dapat
menjamin bahwa permasalahan hukum tidak akan timbul di kemudian hari.
Salah satu permasalahan hukum yang penulis temui terdapat dalam kegiatan
keperdataan berupa penjaminan pada kegiatan pinjam-meminjam uang. Hal
tersebut sangat menarik perhatian penulis, karena jika ditarik secara filosofis,
kegiatan untuk membebankan jaminan dalam kegiatan pinjam-meminjam uang
sendiri merupakan langkah pencegahan jika pihak yang berutang (debitor)
tidak dapat ataupun tidak mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamnya
dari pihak yang berpiutang (kreditor), maka kreditor memiliki rasa aman akan
pelunasan piutangnya. Sehingga jika permasalahan hukum dalam kegiatan
penjaminan dibiarkan terus berlarut, maka bukan tidak mungkin akan terdapat
pihak-pihak yang dirugikan yang dimana hal tersebut tentu bertentangan

dengan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Sebelum membahas ke topik penelitian ini, penulis akan menerangkan terlebih
dahulu hal-hal yang rasanya perlu disampaikan oleh penulis untuk mendukung
urgensi penelitian ini. Perlu diketahui, bahwa dalam kegiatan pinjam
meminjam uang pihak-pihak yang dapat meminjamkan uang dalam kehidupan
bermasyarakat cukup bervariasi, dari orang-perorangan sampai ke badan
hukum, salah satunya yang cukup dikenal oleh masyarakat yaitu bank. Bank
sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi perantara keuangan di
masyarakat yang dalam peranannya terdapat hubungan hukum antara bank
dengan nasabah yang didasarkan oleh hukum dan Kkepercayaan. Bila
masyarakat percaya untuk menempatkan dananya di bank, maka bank dapat
melakukan kegiatan-kegiatan untuk memobilisasi dana dari masyarakat untuk

ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dengan meminjamkan dana

41d, him. 52.



masyarkat yang memiliki dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana
dalam bentuk kredit.> Sebagaimana dikemukakan oleh Krisna Wijaya bahwa
kekhasan dari perbankan itu sendiri adalah memperjualbelikan apa yang
disebut dengan risk and service.® Karenanya untuk menjaga tingkat keamanan
bank itu sendiri dalam menyalurkan kredit, sudah menjadi konsekuensi logis
bahwa jaminan sendiri merupakan hal yang penting dalam menyalurkan kredit
guna meminimalisir risiko dari kredit itu sendiri, mengingat dana yang

disalurkan merupakan dana yang disimpan dari masyarakat kepada bank.

Permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian kalini adalah mengenai
pembelian agunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perbankan. Dalam hal pembelian agunan berupa hak milik
atas tanah oleh bank, kerap sekali terdapat perlawanan baik berupa partij
verzet, derden verzet, maupun gugatan perdata pada pengadilan negeri
setempat terhadap proses-proses eksekusi agunan yang dilakukan oleh bank.
Permasalah tersebut dikarenakan inkonsistensi peraturan dan tidak terdapat
ketegasan dalam pengaturan pembelian agunan mengenai bank pemerintah
atau bank swasta kah yang dapat memiliki agunan berupa hak milik atas tanah
tersebut. Namun dalam praktik di lapangan bank swasta sering diduga
melakukan pemilikian atas tanah melalui pembelian agunan atau biasa sering
disebut mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (selanjutnya disingkat
AYDA).’

Permasalahan mulai tampak bila bank dalam menyalurkan kredit kepada
masyarakat yang dimana agunannya berupa hak milik atas tanah yang telah
dibebankan melalui Hak Tanggungan, namun bank melakukan pembelian

terhadap agunan tersebut terhadap kredit yang kualitasnya digolongkan macet.

5 Johannes lbrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah, (Refika Aditama, Bandung, 2004), him. 1.

6 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (CV Mandar Maju, Bandung, 2012), him. 226.

" Artikel tulisan Dianyndra K Hardy yang berjudul “Perlunya PP Mekanisme Teknis Pelaksanaan
AYDA demi Keamanan Praktik Perbankan di Indonesia” dalam https://www.hukumonline.com
(terakhir diakses 24 Agustus 2019 pada pukul 01:35 WIB)



https://www.hukumonline.com/

Sebagaimana dimaktub dalam Pasal 12A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-
Undang Perbankan) menyatakan bahwa:

(1). Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari
pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(2). Ketentuan mengenai tatacara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Namun, mengingat agunan tersebut dibebankan melalui lembaga Hak
Tangungan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Bekaitan Dengan Tanah
(selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan) terdapat ketegasan
bahwa:

“Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk
memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”

Setiap perjanjian kredit dengan agunan yang dibebankan Hak Tanggungan
sendiri, bank dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan sebagai kreditor
yang diutamakan oleh Undang-Undang. Hal tersebut membuat Pasal 12A
Undang-Undang Perbankan terlihat seperti upaya yang dirasa tidak perlu
dilakukan lagi. Karena dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sendiri telah
memfasilitasi bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan
eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dengan 2 (dua) cara
yaitu: Pertama, berdasarkan hak dari pemegang Hak Tanggungan pertama
untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana
dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan; dan Kedua, berdasarkan
titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan. Dengan



demikian sekarang bisa kita simpulkan, bahwa orang bisa melaksanakan
eksekusi Hak Tanggungan dengan melalui: 8

a. titel eksekutorial, berdasarkan putusan Pengadilan dan sertifikat Hak
Tanggungan;
b. parate eksekusi eks Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Selain melalui titel eksekutorial dan parate eksekusi, Pasal 20 Ayat (2)
Undang-Undang Hak Tanggungan memperbolehkan penjualan obyek Hak
Tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan penerima Hak
Tanggungan asal dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak. Agar sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik,
harga jual atas barang-barang agunan seharusnya dan sepatutnya ditaksir oleh
suatu perusahaan penilai (appraisal company) yang independen dan telah
mempunyai reputasi baik.® Namun pada dasarnya setiap pelaksanaan eksekusi
objek jaminan tentunya harus lebih mengutamakan melalui lembaga

pelelangan umum, J.Satrio mengemukakan bahwa:

“Pada asasnya, pelaksanaan eksekusi harus melalui penjualan di muka umum atau
melalui lelang. Dasar pikirannya adalah, bahwa diperkirakan, bahwa melalui suatu
penjualan lelang terbuka, dapat diharapkan akan diperoleh harga yang wajar atau paling
tidak mendekati wajar, karena dalam suatu lelang tawaran yang rendah bisa diharapkan
akan memancing peserta lelang lain untuk mencoba mendapatkan benda lelang dengan
menambah tawaran. Ini merupakan salah satu wujud bagi perlindungan undang-undang
kepada pemberi jaminan™*°

Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki kelebihan untuk
mengeksekusi agunan berupa hak milik atas tanah untuk pelunasan piutangnya,
tidak menutup kemungkinan objek agunan tersebut yang sudah dieksekusi dan
dijual dalam lelang tersebut tidak laku dijual. Hal tersebut dapat berdampak
pada kegiatan usaha perbankan. Karenanya Pasal 12A Undang-Undang

Perbankan dapat diartikan sebagai solusi bagi bank yang dimana agunannya

8. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993),
271.

% Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah
Yang Dihadapi Oleh Perbankan, (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan),
(Penerbit Alumni, Bandung, 1999), him. 168.

10], Satrio, supra note no. 8, him 272.



tidak laku dijual di dalam lelang namun membutuhkan pelunasan piutangnya
demi tingkat kesehatan usaha perbankan itu sendiri.

Mengenai hubungan jual-beli agunan antara bank umum dengan nasabah
debitornya yang dimaksud dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan perlu
diartikan bahwa jual-beli tersebut memiliki kekhususan tersendiri. Jual-beli
agunan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan hubungan jual-beli yang
memindahkan hak milik atas tanah pada umumnya. Hal ini dikarenakan Bank
diwajibkan untuk menjual kembali agunan tersebut dalam waktu yang

ditentukan dan Bank dilarang untuk memiliki agunan tersebut

Kekhususan hubungan jual-beli agunan tersebut juga terlihat dalam Pasal 78
Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disingkat
PMK No. 27/PMK.06/2016) yang menyatakan:

(1). Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan
menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris, bahwa pembelian
tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
bank ditetapkan sebagai Pembeli.

Uraian di atas menerangkan bentuk kekhususan bahwa pembelian agunan
melalui lelang merupakan pembelian untuk pihak ketiga yang akan ditunjuk
kemudian. Dalam ketentuan pasal tersebut pula disebutkan bahwa surat
pernyataan tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris, hal ini merupakan
konsekuensi logis karena pembelian objek agunan oleh bank adalah suatu
perbuatan hukum yang khusus karena telah menyimpangi asas bahwa Bank
sebagai badan hukum pada dasarnya tidak boleh memiliki hak milik atas tanah.
Hal senada dinyatakan Penjelasan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan,
menegaskan Bank juga tidak diperbolehkan menjadi pemilik agunan yang
dibelinya. Agunan yang sudah dibeli, secepat-cepatnya harus dijual kembali

agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh Bank.



Walaupun metode pembelian agunan menjadi solusi bagi bank, metode
tersebut seakan tidak memperhatikan asas-asas dan prinsip yang dianut dalam
Hukum Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Hal tersebut dapat
dilihat jika kita asumsikan terhadap bank yang melakukan pembelian agunan
Bank yang melakukan pembelian agunan berdasarkan Pasal 12A Undang-
Undang Perbankan tidak berhasil menjual kembali agunan tersebut dalam
jangka waktu 1 (satu ) tahun atau bahkan tidak terjual sama sekali. Hal ini lah
yang menjadi pusat perhatian penulis untuk membahas topik penelitian ini

dikarenakan ketentuan yang ada dapat membingungkan.

Karena dengan terlampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan dengan
ditetapkannya bank sebagai pembeli dari agunan berupa hak milik atas tanah,
hal tersebut seakan mengabaikan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disingkat Undang-Undang Pokok Agraria) yang pada dasarnya

bahwa badan hukum tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik.

Selain mengabaikan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pokok
Agraria, hal yang juga esensial dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak
Tanggungan seakan ikut terabaikan oleh metode pembelian agunan yang
diciptakan oleh Undang-Undang Perbankan. Pasal 12 Undang-Undang Hak
Tanggungan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-
undang kepada pihak debitor. Perlindungan tersebut diberikan karena pada
dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan, kelebihan dari hasil penjualan
objek Hak Tanggungan baik melalui lelang atau diluar lelang masihlah
merupakan hak dari debitor sebagai pemegang Hak Tanggungan. Kelebihan
hasil lelang dari objek Hak Tanggungan dikarenakan pada setiap kredit, bank
akan memerlukan agunan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari

kredit yang diberikan sebagai salah satu syarat ekonomis untuk diberikannya



kredit kepada calon nasabah debitornya.!! Sehingga guna dalam pelaksanaan
setiap eksekusi Hak Tanggungan tetap berpedoman pada Pasal 12 Undang-
Undang Hak Tanggungan. Namun dalam Pasal 12A Undang-Undang
Perbankan bagi bank yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak berhasil
menemukan pembeli baru tidak terdapat kewajiban bagi bank untuk
mengembalikan selisih dari nilai ekonomis dari agunan tersebut dengan

piutang yang dimilikinya.

Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengamanatkan ketentuan
teknis pembelian agunan akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan
Pemerintah. Namun sampai sekarang pun sesungguhnya belum ada Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai teknis dari Pasal 12A Undang-Undang
Perbankan. Khusus bagi bank, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya
disingkat PBI No. 14/15/2012) diberi kemungkinan untuk mengambilalih asset
debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang dikenal dengan
sebutan AYDA. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 PBI No. 14/15/PBI1/2012 ,
AYDA adalah:

“Aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan
berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa
untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya.”

Dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 dijelaskan bahwa AYDA sendiri
dikategorikan sebagai aset non produktif yang berarti memiliki kemungkinan
nilai kerugian. Permasalahan berikutnya dapat dilihat dari istilah AYDA
sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, tentu hal ini akan berujung pada
pertanyaan apakah PBI No. 14/15/2012 bisa dikatakan sebagai peraturan teknis

dari Pasal 12A Undang-Undang Perbankan? M. Bahsan mengemukakan bahwa

1 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, (BPFE Yogyakarta,
Yogyakarta, 1989), him. 295.



“Ketentuan mengenai AYDA tersebut kelihatannya sebagai peraturan

pelaksanaan dari ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998.”12

Untuk menghindari tindakan plagiarism, penulis sadar betul bahwa penelitan
dapat dikatakan orisinil jika belum pernah diteliti oleh peneliti lainya. Namun
berdasarkan studi kepustakaan, sudah banyak dijumpai penelitian yang
membahas mengenai AY DA sebagai solusi kredit macet, akan tetapi belum ada
yang membahas secara khusus mengenai kedudukan bank yang membeli
agunan atau mengambil alih asset debitur (AYDA) berdasarkan Pasal 12A
Undang-Undang Perbankan namun dalam jangka watu lebih dari 1 (satu) tahun
sejak pengambilalihan agunan tidak dapat menemukan pembeli yang baru dan
belum ada yang membahas mengenai secara khusus pertentangan antara Pasal
12A Undang-Undang Perbankan dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak
Tanggungan. Sehingga dengan rampungnya penelitian ini semoga dapat
menambah kepustakaan mengenai AYDA bagi para peneliti lainnya serta
bermanfaat bagi masyarakat. Dari masalah-masalah yang timbul penulis
berkeinginan meneliti dengan judul:
“Konsistensi Dan Perlindungan Hukum
Dalam Pembebanan Hak Atas Tanah Dengan Hak Tanggungan
Dikaitkan Dengan Ketentuan Agunan Yang Diambil Alih”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsistensi antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan yang melarang Pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki
obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji dengan ketentuan

mengenai pembelian agunan dalam Undang-Undang Perbankan?

12 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007), him. 154.



2. Apakah dengan adanya ketentuan mengenai Agunan Yang Diambil Alih
(AYDA) memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat

dalam pembebanan Hak Tanggungan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas permasalahan yang meyangkut pengambilalihan
agunan berupa hak milik atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan.
Penulisan ini sederhananya bertujuan untuk:

1. Mengetahui Konsistensi Yuridis antara ketentuan dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan yang memberi larangan bagi pemegang Hak
Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan bila debitor cidera
janji dengan ketentuan pengambilalihan agunan dalam Undang-Undang
Perbankan.

2. Mengetahui dan meneliti apakah ketentuan mengenai AYDA telah
memberikan perlindungan hukum bagi Para Pihak yang terlibat dalam

pembebanan Hak Tanggungan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan
praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.!® Dalam
penelitian ini akan dijelaskan lebih komprehensif apa yang disebut dengan
perjanjian kredit, bagaimana jaminan kredit dibebankan dengan Hak
Tanggungan, apa upaya-upaya yang bisa dilakukan bank terhadap debitor yang
cidera janji, mekanisme pengambilalihan agunan, serta eksekusi Hak
Tanggungan. Setelah dijelaskan lebih lanjut mengenai pokok penelitian diatas,
kemudian akan dianalisis dan disimpulkan bagaimana Konsistensi Yuridis

antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberi

13" Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta,
1988), him. 35.
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1.5.

larangan bagi pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak
Tanggungan bila debitor cidera janji dengan ketentuan pengambilalihan
agunan dalam Undang-Undang Perbankan. Kemudian akan dibahas lebih
lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Para Pihak yang terlibat dalam
pembebanan Hak Tanggungan terhadap implementasi ketentuan mengenai
AYDA telah memberikan perlindungan hukum

Penulisan akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis-
normatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder saja.** Penelitian hukum normatif adalah karya ilmiah yang

didasarkan pada kompilasi hasil penelusuran literatur saja.'®

Metode penelitian ini akan meneliti asas-asas hukum, menginventarisasi
hukum, serta menyinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan
yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sehingga teknik
pengumpulan data akan melalui berbagai kepustakaan dengan mencari data
kualitatif.

Sumber Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan,
karenanya data yang akan digunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum,
data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka'® dan pada penelitian ini
mencakup:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

14

15

16

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 1994), him. 13.

Shidarta, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, (Universitas Tarumanagara, Jakarta,
1996), him. 2.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, supra note no. 14, him. 12-13.
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b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria,;

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Bekaitan Dengan Tanah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas
Tanah;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  No.
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

g. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI1/2012 Tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum;

h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/
Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit;

i. Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek

penelitian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai
bahan hukum primer antara lain: buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan
doktrin yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik dalam

penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier berupa: kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
Hukum, serta bahan lainnya yang dapat memberikan penjelasan

mengenai topik dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab Pertama tentang Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan uraian

latar belakang masalah tersebut, didapatkan identifikasi atau rumusan masalah,
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tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Selain itu bab ini akan

menjelaskan metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini

Dalam Bab Kedua tentang Pembebanan Hak Atas Tanah Dengan Hak
Tanggungan akan membahas tinjauan yuridis mengenai pembebanan Hak Atas
Tanah dengan Hak Tanggungan dari macam-macam Hak Atas Tanah sampai
eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri. Tak luput pihak-pihak yang terlibat

dalam proses pembebanan Hak Tanggungan pun akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab ketiga tentang Aspek Yuridis Tentang Agunan Yang Diambil Alih
(AYDA)akan menjelaskan aspek yuridis dari ketentuan AYDA dari perjanjian
kredit yang disertai agunan yang dibebankan Hak Tanggungan. Bab ini juga
akan membahas lebih lanjut mengenai kredit seperti apa yang dapat dilakukan

pengambilalihan agunan serta mekanisme dari AYDA itu sendiri.

Bab Keempat tentang Konsistensi Dan Perlindungan Hukum dalam Hak
Tanggungan Sehubungan Dengan Adanya Ketentuan AYDA, penulis akan
mencoba menganalis mengenai Konsistensi Yuridis antara ketentuan dalam
Undang-Undang Hak Tanggungan yang melarang Pemegang Hak Tanggungan
untuk memiliki obyek Hak Tanggungan bila debitor cidera janji dengan
ketentuan mengenai pembelian agunan dalam Undang-Undang Perbankan.
Kemudian penulis juga akan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan
hukum bagi para pihak yang terlibat pembebanan Hak Tanggungan terhadap
implementasi ketentuan AYDA itu sendiri.

Bab Kelima tentang Kesimpulan Dan Saran, penulis berusaha untuk
memberikan kesimpulan terhadap masalah yang telah dikemukakan dalam
rumusan masalah, sera memberikan saran yang relevan bagi pembebanan hak
atas tanah dengan Hak Tanggungan dalan kaitannya dengan ketentuan
mengenai AYDA.
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